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PROGRAM 1 .
(Sekretariat) KEGIATAN 1.1 Sub Kegiatan 1.1.1
Program Penunjangan Urusan Perencanaan, Penganggaran  dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah

Indikator

=

Indikator

Indikator

% Temuan Lembaga Pengawas Yang
Ditindaklanjuti

Tersusunya dokumen perncanaan dan
evaluasi kinerja perangkat daerah

Tersusunya Dokumen Renstra dan Renja

Sub Kegiatan 1.1.2

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator

Jumlah Dokumen Evaluasi (LKPJ, LKJiP,
Laporan Aset, RTP, RB) Yang Tersusun




KEGIATAN 1.2

Sub Kegiatan 1.2.1

Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah.

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator

Indikator

Terlaksananya administrasi keuangan

Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjanganya
Terbayar Tepat Waktu

Sub Kegiatan 1.2.2

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas
ASN

Indikator

Jumlah Kunjungan Lapangan/ Survey /
Koordinasi/ Undangan/ SKPD Dalam Daerah
dan Tersedianya Perjalanan Dinas Luar Daerah

Sub Kegiatan 1.2.3

Peelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/
Verifikasi Keuangan SKPD

Indikator

Tersedianya Honor Pengelola Keuangan,
Pemeriksa Hasil Pekerjaan, Pejabat
Pengadaan, Honor Operator Komputer




Sub Kegiatan 1.2.4

Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis
Realisasi Anggaran

Indikator

Tersusunya LRA / LK/ SPM

Sub Kegiatan 1.2.5

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi

Indikator

Tersusunya LRA / LK/ SPM

KEGIATAN 1.3

Sub Kegiatan 1.3.1

Administrasi Kepegawaian Perangkat
Daerah

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Berdasarkan Tupoksi

‘ Indikator

Indikator

Rata-rata capaian SKP

Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat




KEGIATAN 1.3

Sub Kegiatan 1.3.1

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan Kantor

Indikator

Indikator

Terlaksanya administrasi umum

Tersedianya Perlengkapan Listrik

Sub Kegiatan 1.3.2

Penyediaan Peralatan rumah tangga

Indikator

Tersedianya Peralatan rumah tangga

Sub Kegiatan 1.3.3

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Indikator

Tersedianya Bahan Logistik Kantor




Sub Kegiatan 1.3.4

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator

Tersedianya Jasa Cetak dan Penggandaan

Sub Kegiatan 1.3.5

Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan

Indikator

tersedianya Bahan Bacaan (koran, peraturan
perundangan)

Sub Kegiatan 1.3.6

Penyediaan bahan / material

Indikator

Tersedianya alat tulis kantor




TUJUAN RENSTRA

SASARAN RENSTRA

- Meningkatnya Daya
Tarik Investasi di

Meningkatnya Investasi Daerah
Dasrah - Meningkatnya Kualitas
Kelembagaan
DPMPTSP
Indikator = Indikator

Sub Kegiatan 1.3.7

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

Indikator

Tersedianya Jamuan Tamu dan Rapat

Sub Kegiatan 1.3.8

Sistem pemerintah berbasis elektronik

Indikator

Tersedianya sistem pemerintah berbasis
elektronik

Pertumbuhan Nilai
Investasi

- Nilai Realisasi Investasi

- Nilai Sistem
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
(SAKIP)

KEGIATAN 1.4

Sub Kegiatan 1.4.1

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah.

Jasa pelayanan umum kantor

Indikator

Indikator

Tersedianya jasa penunjang urusan
pemerintah daerah.

Tersedianya pelayanan umum kantor




Sub Kegiatan 1.4.2

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Indikator

Tersedianya Perangko, Materai dan Jasa Pos/
Pengiriman

Sub Kegiatan 1.4.3

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik

Indikator

Tersedianya daya Listrik, Air Pam, Jasa
Telekomunikasi

Sub Kegiatan 1.4.4

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor

Indikator

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan
Kantor




KEGIATAN 1.5

KEGIATAN 1.5.1

Administrasi barang milik daerah pada
perangkat daerah

Penatausahaan barang milik daerah

Indikator

Indikator

Tersedianya administrasi asset milik
daerah sesuai ketentuan

Tersedianya administrasi asset milik daerah
sesuai ketentuan

KEGIATAN 1.6

KEGIATAN 1.6.1

Pengadaan barang milik daerah
penunjang urusan pemerintah daerah

Pengadaan Mebel

Indikator

Indikator

Tersedianya barang milik daerah

Tersedianya mebelair baru

KEGIATAN 1.6.1

Pengadaan peralatan dan mesin

Indikator

Tersedianya peralatan dan mesin baru




KEGIATAN 1.7

Sub Kegiatan 1.7.1

Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau Lapangan

Indikator

Indikator

Terpeliharanya baranag milik daerah

Terpeliharanya Kendaraan Dinas (ganti oli,
suku cadang dll), dan pembayaran pajak
kendaraan dinas

Sub Kegiatan 1.7.2

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator

Terpeliharanya Peralatan Kerja

Sub Kegiatan 1.7.3

Pemeliharaan / Rehab Gedung Kantor dan
Bangunan Lainya

Indikator

Terpeliharanya Gedung Kantor dan bangunan
lainya (pengecatan dll),




PROGRAM 2
(Bidang PM)

KEGIATAN 2.1

Sub Kegiatan 2.1.1

Program Pengembangan
Penananaman Modal

Iklim

Penetapan Pemberian Fasilitas/
Insentif Dibidang Penanaman Modal
yang Menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota

Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai
Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan
Penanaman Modal

Indikator

Indikator

Indikator

Scor Iklim Usaha

Tersedianya Regulasi Pemberian
Insentif

Tersusunya Dokumen Regulasi Penanaman
Modal

Sub Kegiatan 2.1.2

Evaluasi Pelaksanaan Pemberian
Fasilitasi/Insentif dan Kemudahan Penanaman
Modal

Indikator

Tersusunya Laporan Evaluasi Pemberian
Fasilitasi/Insentif dan Kemudahan Penanaman
Modal dan Usulan Kebijakan Lebih Lanjut

KEGIATAN 2.2

Sub Kegiatan 2.2.1

Pembuatan Peta Potensi Investasi
Kabupaten/Kota

Penyusunan Rencana Umum Penanaman
Modal Daerah Kabupaten/ Kota

Indikator

Indikator

Cakupan Sektor Usaha Terpetakan
Menurut Potensi

Jumlah Dokumen Evaluasi Kebijakan

10




Sub Kegiatan 2.2.2

Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha
Kabupaten/Kota

Indikator

Jumlah Sub Sektor Usaha Terpetakan Sampai
Dengan Tahun N

PROGRAM 3
(Bidang PM)

KEGIATAN 3.1

Sub Kegiatan 3.1.1

Program Promosi Penanaman Modal

Penyelenggaraan Promosi
Penanaman Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

Penyusunan Strategi Promosi Penanaman
Modal

Indikator

Indikator

Indikator

Jumlah Kepeminatan Investasi

Jumlah Investor yang Melakukan
Orientasi Investasi

Penyusunan dokumen kebijakan promosi
Penanaman Modal

Sub Kegiatan 3.1.2

Pelaksanaan Kegiatan Promosi
Penanaman Modal Daerah Kabupaten/
Kota

Indikator

Jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal
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PROGRAM 4
(Bidang PI)

KEGIATAN 4.1

Sub Kegiatan 4.1.1

Program Pelayanan Penanaman Modal

Indikator

Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan
Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang
Penanaman Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan
Non-Perizinan berbasis Sistem Pelayanan
Perizinan  Berusaha Terintegrasi secara
Elektronik

Indeks
Investasi

Pelayanan  Publik

Bidang

Indikator

Indikator

Jumlah Jenis Perizinan dan Non
Perizinan yang Terlayani di DPMPTSP

Jumlah Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang
Terlayani Berbasis Sistem Pelayanan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik

Sub Kegiatan 4.1.2

Pemantauan Pemenuhan Komitmen
Perizinan dan Non-Perizinan Penanaman
Modal

Indikator

Persentase Dokumen Perizinan yang di
Validasi

Sub Kegiatan 4.1.3

Penyediaan Layanan Konsultasi dan
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap
Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non
Perizinan

Indikator

Prosentase Penanganan Layanan Konsultasi
dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
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Sub Kegiatan 4.1.4

Koordinasi dan Sinkronikasi Penetapan
Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

Indikator

Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronikasi
Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah

PROGRAM 5
(Bidang PM)

KEGIATAN 5.1

Sub Kegiatan 5.1.1

Program Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal

Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan
Pelaksanaan Penanaman Modal

Indikator Indikator Indikator
Jumlah Kepatuhan Perusahaan Yang o ) o
Menyampaikan Laporan Kegiatan Jumlah perusahaan yang Jumiah Koordinasi dan Sinkronisasi
Penanaman Modal (LKPM) menyampaikan laporan kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal

penanaman modal (LKPM)

Sub Kegaitan 5.1.2

Koordinasi dan  Sinkronisasi Pembinaan
Pelaksanaan Penanaman Modal

Indikator

Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi
Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
(jumalh perusahaan yang dibina)
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| Program Pengelolaan Data dan Sistem
w.mis:jg.uazusmamzEcam_

; Indikatos

. Persentase data dan informasi
perifinan dan non perijinan Yang tersaji
secard update

e e s st e e oaiod.

Sub Kegaitan 5.1.3

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan
Felaksanaan Penanaman Modal

- , ,_mm..,_,m_

Jumlah  Kaordinasi  dan Sinkronisasi
Pengawasan  Pelaksanaan Penanaman
Modal (jumath perusahaan yang dibina)

or

KEGIATAN 6.1 Sub Kegiatan 6.1.1
Pengolahan, Penyajian dan Remanfamtan
Data  dan  Informasi Perizinan  dan
Nenperizinan Berbasis Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronk

Pengelolaan  Daia  dan tiformasi
Perizinan  dan  Nonperizinan yang
Terintergrasi  Pada  Tingkat Daerah
Kabupaten/ Kota

Indikator

Jumiah cata yang terintegrasi

|

Persentase Data Yang Terintegrasi

|

!
5%@2 o - W‘

w

!

Purbalingga, Januar 2021

Kepaia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu-Satu Pinty
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OPD

Meningkatnya Daya Tarik Investasi di

TARGET KINERJA RPJM DAN RENSTRA TAHUN 2021 - 2026

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Meningkatnya Investasi Daerah

Pertumbuhan Nilai
Investasi

Persen

7,46

12,92

11,44

10,38

9,30

9,79

Baerab Nilai Realisasi Investasi milyar rupiah 720 813 906 1000 1093 1200
. . Nilai Sistem Akuntabilitas
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan P Nilai R T T T e

DPMPTSP

Pemerintah (SAKIP)

X Temuan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN Lembaga
P 1 1 1 10 1
PEMERINTAHAN DAERAH | Pengawas Yang ersen Ol 200 § 200 O 1 100 7 100 | Sekretariat
KABUPATEN/KOTA Ditindaklanjuti
; KEGIATAN
1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi | Tersusunya Dokumen Holomvien 4 7 7 7 7 7 Sekretariat

Kinerja Perangkat Daerah

Perencanaan dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
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SUB KEGIATAN

Penyusunan  Dokumen Perencanaan | Tersusunya Dokumen diakiiies
Perangkat Daerah Renstra dan Renja 2 2 2 2 2 2
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Evaluasi
dokumen
yang  tersusun  (LKPJ,
LPPD, LKJiP, Laporan Aset, 5 5 5 5 5 5
RB,)
KEGIATAN
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ._.m_,_m.xwm:mz.,\m bulan 12 12 12 12 12 12 Saivaintint
administrasi keuangan
SUB KEGIATAN
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN EE._m: ASN yang Gaji dan Bl 12 12 12 12 12 12
Tunjanganya Terbayar
Tepat Waktu
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan | Jumlah Kunjungan Bulan 12 12 12 12 12 12
Tugas ASN Lapangan/  Survey /
Koordinasi/ Undangan/
SKPD Dalam Daerah dan
Tersedianya  Perjalanan
Dinas Luar Daerah
Peelaksanaan Penatausahaan dan | Tersedianya Honor
Bulan 12 0 0 0 0 0
Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD Pengelola Keuangan,
Pemeriksa Hasil
Pekerjaan, Pejabat
Pengadaan, Honor

Operator Komputer
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Penyusunan Pelaporan dan Analisis | Tersusunya LRA / LK/ Bulan 12 0 0 0 0 0
Prognosis Realisasi Anggaran SPM
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Tersusunya LRA / LK/ Bulan . 12 12 12 12 12
SPM
KEGIATAN
Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Rata rata capaian SKP — 7810 | 7820 | 7830 | 78.40 | 78.60 | 78.60 | Sekretariat
Umm—‘m: 7 4 ’ ’ ’ ’
SUB KEGIATAN
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai | Jumlah ASN yeng
Oran 10 0 0 0 0
Berdasarkan Tupoksi mengikuti DIKLAT g 0
KEGIATAN
Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya bulan 12 12 12 12 12 12 Sakratariat
Administrasi Umum
SUB KEGIATAN
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Tersedianya Bulan 0 12 12 12 12 12
Penerangan Bangunan Kantor Perlengkapan Listrik
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Bulan 12 0 0 0 0 0
Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedianya Bahan Bulan 12 12 12 12 12 12

Logistik Kantor
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Penyediaan Barang Cetakan dan

Tersedianya Jasa Cetak

Bulan 12 0 0 0 0 0
Penggandaan dan Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan tersedianya Bahan Beiin 12 0 0 0 0 0
Peraturan Perundang-Undangan Bacaan (koran, peraturan
perundangan)
Penyediaan Bahan/ Material Tersedianya Alat Tulis Blan 12 0 0 0 0 0
Kantor
vm:<m_m=m.mm..mm= Rapat Koordinasi dan Tersedianya Jamuan Bulan 12 12 12 12 12 12
Konsultasi SKPD Tamu dan Rapat
Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik ﬁmqmma_.ms,\m m<2m3. Bulan 0 12 12 12 12 12
pemerintah berbasis
elektronik
KEGIATAN
vm:<ma.mm: Jasa Penunjang Urusan ._.m_,mmo_._m:<m jasa bulan 12 12 12 12 12 12 Sakrataiiat
Pemerintah Daerah penunjang urusan
pemerintah daerah
SUB KEGIATAN
Tersedianya Pelayanan bulan
Jasa Pelayanan Umum Kantor 0 12 12 12 12 12
Umum Kantor
Penyediaan Jasa Surat Menyurat qm_‘mmn__.m:ﬁ. Perangko, lseilsR 0 12 12 12 12 12
Materai dan Jasa Pos/
Pengiriman
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Tersedianya Air, listrik
) . s o bulan 0 12 12 12 12 12
Daya Air dan Listrik dan Jasa komunikasi
Penyediaan peralatan dan perlengkapan | Tersedianya peralatan isilan 0 12 12 12 12 12

kantor

dan perlengkapan kantor
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Administrasi barang milik daerah pada .ﬁm_,mma_m.q,\m ma3_=_m=mm_ - 0 12 12 12 12 12 T ——_—
perangkat daerah asset milik daerah sesuai
ketentuan
Penatausahaan barang milik daerah ._.mamma_mq.:\m administrasi bulan 0 12 12 12 12 12
asset milik daerah
KEGIATAN
_umzmmmmm: Barang Milik nmmqm: Tersedianya barang milik Unit 2 2 2 2 2 ) Sekretariat
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah daerah
SUB KEGIATAN
Pengadaan Mebel Tersedianya mebelair Unit 2 2 2 2 2 )
baru
Pengadaan Peralatan dan Mesin ﬂm_,mma_m.:,\m peralatan unit 0 24 24 24 24 24
dan mesin baru
KEGIATAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Terpeliharanya Barang bulan "
12 12 1 12
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Milik Daerah - i = Sebieiagal
SUB KEGIATAN
Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Terpeliharanya bulan
12 1 2 12
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas (ganti “ i 2 =
Kendaraan Dinas Operasional atau oli, suku cadang dll), dan
Lapangan Pembayaran Pajak
Kendaran Dinas
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.um.Bm__:m_‘mm: Peralatan dan Mesin ...m%m::m«m:ﬁ Peralatan bulan 12 12 12 12 12 12
Lainnya Kerja
Pemeliharaan / x.m:m_u Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Bifla 12 12 12 12 12 12
dan Bangunan Lainya Kantor dan bangunan

lainya (pengecatan dll),

- , PROGRAM ‘
| PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM | Score Iklim Usaha .
78,
PENANAMAN MODAL point 83 78,3 80 80 82 82 Bidang PM
KEGIATAN
Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif | Tersedianya regulasi g .
umlah 0
Dibidang Penanaman Modal yang | pemberian Insentif jumia & 2 ¢ 0 0 Bidang PM
Menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN

_umsmﬂmv.m: xma:mxma Daerah ._,\_m:mm:m_ ._.macm:.:=§ dokumen fumiah 0 1 0 0 0 0
Pemberian Fasilitas/Insentif dan | regulasi penanaman
Kemudahan Penanaman Modal modal
Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Tersusunya laporan
Fasilitas/Insentif dan Kemudahan evaluasi Pemberian persen 0 ¢ £8 52 e 93
Penanaman Modal Fasilitas/Insentif dan

Kemudahan Penanaman

Modal dan usulan

kebijakan lebih lanjut

KEGIATAN
Pembuatan Peta Potensi Investasi | Cakupan sektor usaha
kt i

Kabupaten/Kota terpetakan menurut R : = . H . - Bidang PM
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potensi

SUB KEGIATAN
Penyusunan Rencana Umum jumlah dokumen evaluasi
Dok 1
Penanaman Modal Daerah kebijakan SRIRED i 1 8 . 1
Kabupaten/Kota
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang | Jumlah sub sektor usaha jumlah 5 5 i 5 5 5
Usaha Kabupaten/Kota terpetakan sampa subsektor
dengan tahun N
_ vwﬁmwbg ‘ , ,
1l PROGRAM  PROMOSI PENANAMAN | Jumlah kepeminatan .
MODAL investasi ey : 2 3 3 3 3 Bidang PM
KEGIATAN
Penyelenggaraan Promosi Penanaman | jumlah investor yang . )
t
Modal yang Menjadi Kewenangan | melakukan orientasi investor e ie 10 10 A0 L Bidang PM
Daerah Kabupaten/ Kota Investasi
SUB KEGIATAN
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman vm:.«em::mz Qo_EBmJ dokomen 0 1 1 1 1 1
Modal kebjakan promosi
penanaman modal

Pelaksanaan Kegiatan Promosi | Jumlah Kegiatan Promosi Faiifs 3 2 3 3 3 3

Penanaman Modal Daerah Kabupaten/
Kota

Penanaman Modal

maom,s.z. ,
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v PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN _Jnm_a _um_m<m=m.: Publik Point 3,90 3,95 4,00 4,10 4,50 4,50 Bidang PI
MODAL Bidang Investasi
KEGIATAN
Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan | Jumlah Jenis Perizinan : i
Jenis 124 124 124 124 124 124
Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang | dan Non Perizinan yang Bldanginl
Penanaman Modal vyang Menjadi | terlayani di DPMPTSP
Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
SUB KEGIATAN
Penyediaan vm_.m,,\m:m: ,_.m_ﬁm% vm:.N_sm: Jumlah _m:_m. . Perizinan T 124 124 124 124 124 124
dan Non-Perizinan berbasis Sistem | dan Non Perizinan yang
Pelayanan Perizinan Berusaha | Terlayani Berbasis Sistem
Terintegrasi secara Elektronik Pelayanan berusaha
Terintegrasi Secara
Elektronik
vmﬂm:nmcm: vm:.m:...:._.m: Komitmen vqo.mw:ﬁmmm .ooxp.ham.: Darsl 30 83 36 89 95 95
Perizinan dan Non-Perizinan Penanaman | Perizinan yang di Validasi
Modal
Penyediaan Layanan Konsultasi dan | Prosentase (%) Y 100 100 100 100 100 100
Pengelolaan  Pengaduan  Masyarakat | Penanganan Layanan
terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan | Konsultasi dan
dan Non Perizinan Pengelolaan Pengaduan
Masyarakat
Koordinasi dan Sinkronikasi Penetapan | Terlaksananya Koordinasi ;
Kal 80 6 89
Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah dan Sinkronikasi _ as 8 22 R
Penetapan Pemberian

Fasilitas/Insentif Daerah
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PROGRAM

PROGRAM PENGENDALIAN

Jumlah Kepatuhan

Jumlah i

PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Perusahaan Yang - & 95 105 | 115 | 135 | 135 | BidangPM

Menyampaikan Laporan

Kegiatan Penanaman

Modal (LKPM)

KEGIATAN

Pengendalian vm_m._am.:mm: Penanaman | Jumlah umq.:mm_,_mm: yang T 216 216 216 216 216 216 Bidang PM
Modal yang Menjadi Kewenangan menyampaikan laporan modal
Daerah Kabupaten/Kota kegiatan penanaman

modal (LKPM)

SUB KEGIATAN
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Jumlah Koordinasi dan :
: s Kali 7 7 7 7 7 7

Pelaksanaan Penanaman Modal Sinkronisasi Pemantauan

Pelaksanaan Penanaman

Modal
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan EB_m: ._Aoo.a_:mm_.am: penanam 216 216 16 216 216 216
Pelaksanaan Penanaman Modal Sinkronisasi Pembinaan

modal

Pelaksanaan Penanaman

Modal (jumalh

perusahaan yang dibina)
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Jumlah Koordinasi dan Kali 13 13 13 13 13 13

Pelaksanaan Penanaman Modal

Sinkronisasi Pengawasan
Pelaksanaan Penanaman
Modal (jumalh
perusahaan yang dibina)
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MODAL , tersaji secara update
M xmm.>§z

1 ~ Pengelolaan Data  dan _:*933. Persentase Data Yang
- Perizinan  dan  Nonperizinan  yang | 4»;:8&3». i
Terintergrasi Pada Tingkat Daerah
w Kabupaten/ Kota |
“ SUB KEGIATAN

a _ vn:mm_s:m:. vm:ﬁ:%,..m.mm vaimz?im: ¢ Jumlah data <w‘:m E_.,r_.:.gwam_v

| Data dan informasi Perizinen dan |

{
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